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BUPATI SIMEULUE 
PROV1NSI ACEH 

PERATURAN BUPATI SIMEULUE 
NOMOR 64 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS 

RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

Menirnbang 

Mengingat 

BUPATI SIMEULUE, 

a . bahwa untuk m enyesuaikan kode rekening kegiatan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan penyesua ian 
terhadap Peraturan Kepala Lembaga Kcbijakan Pengadaan 
Banmg/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Barang/Jasa 
di Desa, perlu dilakukan perubahan a tas Peraturan 
Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

l. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 
Simeulue (Leml>aran Negara Repul>lik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 179, Tarnbahan Lernbaran Republik 
Indonesia Nomor 3897); 

2 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

[.\egara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan ..... 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peratumn Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tal1t1n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemetintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub]jk 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Talmn 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Barang/ Jasa 
di Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomm· 1455); 

9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Pemerint:ahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simeulue Tahun 2018 Nomor 41). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG 
PENGELOLMN KEUANGAN DESA PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA. 

PASALI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 78) diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (7) diubah, sehingga 
Pasal 9 berbunyi sebagai beiikut: 

Pasal 9 

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim 
yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang 
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilak"Ukan sendiri. 

(2) Tim sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berasal dari 
unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa 
dan/atau masyarakat, yang terdiri atas: 
a. ketua; 
b. sekretaris; dan 
c . anggota. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
~utamakan dari unsur pelaksana kewilayahan. 

(4) Pembentukan ...... 
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(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa. 

(5) Tim sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) ditetapkan 
melalui Kcputusan Kcpala Desa. 

(6) Tim dapat diberikan honorarium sesuai dengan 
kemampuan keuangan Desa. 

(7) Tata cara pengadaan barang/jasa di desa diatur secara 
tersendiri dalam Peraturan Bupati. 

2 . Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 

(I) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat 
dibiayai dari Dana Desa jika anggaran pembiayaan yang 
bers umber dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak 
Retribusi Daerah tidak mencukupi. 

(2) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 
sampai dcngan ayat (4) dibagi dalam kegiatan. 

(3) Daftar kegiatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
menggunakan bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan 
bahasa daerah dengan kode rekening yang sama. 

Peraturan Bupati m1 
diundangkan. 
Agar setiap orang 
pengundangan Peraturan 
dalam Berita Daerah. 

PASAL II 

mulai berlaku pada tanggal 

mengetahuinya, memerintahkan 
Bupati ini dengan penempatannya 

Ditetapkan di Sinabang 
pada tanggal 23 Desember 2019 M 

26 R. Akhir 1441 H 

c---,.::..:B::..U:_P:._:A.:_:T~l .:S:IM. EU LUE, ,)/< ~ 

Diundangkan di Sinabang 
pada tanggal 23 Desember 2019 M 

26 R. Akhir 1441 H 

~ SEKRETARIS DAERAH I 
~E 

BERlTA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 
NOMOR64 


